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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

A. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Berdasarkan hasil analisis, tahap pengelolaan keuangan desa yang 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban sudah diterapkan di Desa Lokalaba dengan baik. Tahap 

yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap 

pertanggungjawaban sedangkan tahap penatausahaan tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018.  

Berikut merupakan kesesuaian dan ketidaksesuaian tahap Pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan acuan yang terdapat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018: 

a. Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan acuan 

yang terdapat dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018. 

1. Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Lokalaba 

tahap perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) 

langsung dilakukan musyawara bersama BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa). Sementara itu, di Desa Lokalaba proses 

perencanaan APBDes diawali dengan berbagai tahap diantaranya 

adalah Pagas (Penggalian Gagasan), Pramusrembangdesa (Pra 
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Musyawara Rencana Pembangunan Desa), Musrembangdes 

(Musyawara Rencana Pembangunan Desa). 

2. Tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena di Desa Lokalaba 

semua penerimaan dan pengeluaran kas desa dilakukan melalui 

rekening kas desa. 

3. Tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena pemerintah Desa 

Lokalaba sudah menerapkan tahap pelaporan dengan melaporkan 

realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat (PMD), berupa laporan semester pertama 

pada Juli dan laporan semester akhir tahun pada bulan November atau 

paling lambat di Januari tahun berikut. 

4. Tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No.20 

tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa, karena pemerintah 

Desa Lokalaba sudah mempertanggungjawabkan laporan realisasi 

pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan 

juga kepada BPD serta masyarakat melalui media cetak seperti baliho 

yang dipajangkan di depan kantor desa dan media online seperti 

whatsapp dan facebook grub. 

b. Ketidaksesuaian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lokalaba dengan 

acuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 

Tahun 2018. Ketidaksesuaian terdapat pada tahap penatausahaan, dalam 
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Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Kaur Keuangan 

wajib melakukan tutup buku kas umum setiap akhir bulan yang akan 

diverifikasi oleh sekretaris dan disetuji oleh Kepala Desa, akan tetapi di 

Desa Lokalaba Kaur Keuangan belum pernah melakukan tutup buku. 

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa. 

Faktor pendukung pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa 

di Desa Lokalaba, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo ini adalah 

komunikasi dalam organisasi yang ditandai dengan penyampaian informasi 

mengenai arahan, prosedur dan kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan 

dan belanja desa yang sudah jelas, serta adanya kesempatan perangkat desa 

untuk menyampaikan gagasan, usulan, keluhan, perasaan, dan sikap kepada 

perangkat desa lain, kepala desa, dan pendamping desa dalam pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepemimpinan juga menjadi faktor 

pendukung dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa karena 

kewibawaan kepala desa sangat kuat dan hubungan kepala desa dan perangkat 

desa sangat baik.  

Sedangkan, faktor penghambat pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja desa di Desa Lokalaba adalah pengawasan dalam pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana terdapat ketidaktepatan pusat 

perhatian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.Selain itu 

pengawasan juga tidak terkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah Desa 

Lokalaba, karena koordinasi antar perangkat desa, kepala dusun, dan Badan 
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Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat yang berfungsi untuk 

mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tidak berjalan 

dengan baik. Selain itu struktur tugas yang diberikan kepala desa dalam 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa juga tidak berpola. 

6.2 SARAN 

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya perencanaan sampai 

pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku 

dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan maka adapun saran yang 

dapat peneliti berikan yaitu: kepada pemerintah dan masyarakat Desa 

Lokalaba agar melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan 

dan kepada peneliti selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu 

kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses 

wawancara. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk 

masyarakat desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan 

masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan 

pemerintahan desa serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban 

pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes. 
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